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Presiden
Republik Indonesia Serilat

Kepgbusan Presiden Repuilik
Indonesis Seriket No.25 Tshun 1950

Lewi, Presiden Republik Indonesia Serikot
‘zadenpesr : Menteri Keselioten, lMenteri Kehskiman,

valmbeng : bohwe menurut perdjendjisn perslihan dalsm penjershan
kedoulsten oleh Kerad jssn Belsndo kepeds Republik In-
donesie Beriket semus perdjend jisn internesionsl Jong
dilskuken oleh Kersdjeen Belende den berlsku di Indo--
nesis, tetep berlsgku untuk Republik Indonesis Serilst,
assel sedjs delem perdjsndjisn internssionsl itu, ksrens
sturen-sturen jsng dimustnje, menjebabksen Republik In-
donesie Berikast tek mungkin dopst ikut serte ;

Lenimbang

bahwe -Conventie Geneva tentsny pekerdjsan palsng-mersh
(1864, 1906, 1929, 1949) edaloh sustu perdjsndjisn
internssional seperti dimsksud distss Jeng tetop ber-
lsku untuk Republik Indonesie Serikst ;

ilenimbang ¢ bshwe untuk memenuhi bunjinjds Convensi tersebut diong-
gep perlu pdenjs sustu perhimpuncsn Jeng mend jslsanlien
pekerd jssn polong mersh

2

sn

lenimbeng : bahws dalam perdjosngsn bengse Indonesie ment jepel Ke-
merdekassn don kedsuletsn tenoh air, pekerdjsen pelsng
merah itu dikerdjeken dengsn memussksn oleh "Yerhimpu-
nen Pelang ilerph Indonesie", jong menurut anggersn de-
sarnja den dengsn njate teleh menund jultsn scbogei
perhimpunen jong memberi pertolonzen denzan suksrels
baik kepede u:um maupun kepsds bsdasn~bedsn ienierintab
istimews dalon srti fatsal 26 doripsda Conventic Ge~

nevo ;

Heaimbang : behwe sudeh celajsknjs kelou pohordjesn itu scterus-
nje disershksn kepsds perhimpunsn tersebut dzn menun-~
djuknje sebapasi sstulnjs orrenisesi jong dopetb mendje-
lenken gekerdjeen peloi. -mersh memarut Conventie ter-

scbut di Republik Indonesis seris mengskuinje scobosei
badan~hukum,
vz oerhe~ 1 Patael 5 perdjondjisn-persli’ion ponjerahsm kedsulaten
Ei an don fatsel-fotsel 68, 117, 118, 119, 192, dan 195

Konstitutie Ropublik Indonesis S rikat dan feisel 2
deri Peraturan Pengskusn perkumpulsn, sebsgel bedon
hukum (1870 lNo,64) ;

Menetosksn

delicesohlian Anpeoran Descr doavi don iy siie sobelied badsnsnaiiun

" Perhimpunan Polong dcreh Indonesia

nenund juk "Perhimpunsn Poleng Mersh Indonesis sebegei salu~soiunje
" orgenisesi untuk mendjel. arsn pekerdjesen Feleng Herah
di Republik-Indonegia Serikat menurut Conventle ucicva
(1864, 1906, 1929, 1949)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDuN RuPUBLIK INDONESIA
NO. 246 TAHUN 1963
TENTANG
PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA.

PRESIDz=N RuPUBLIK INDONESIA

Menimbarg : a. bahwa Perhimpunan Pglang Merah Indonesia merupakan suatu or-
ganisasi nasional jang berdiri atas azas peri-kemanusiaan
dan karenanja sangat sesuai dengan filsafah Negara "PANTJA-
SILA";

b. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selama ini telah
menund jukan aktivitasnja sebagai perhimpunan jang selalu
memberi pertolongan dengan sukarelsa baik kepada umum maupun
kepada badan-badan pemerintahan;

¢. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunar
Palang Merah Indénesia tersebut,sehingga dipandang perlu se-
gera menetapkan peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah
Indonesia,terutama mengenai kedudukan dan tugasnja;

Mengingat ¢ 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dgsar;

2. Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Ang-
garan Dasar dan pengakuan sebegai badan hukum "Paleng Herah
Indonesia" den penundjukan Palang Merah Indonesia sebagai sa-
tu-satunja organisasi untuk mendjalankan pekerdjaan palang
merah di Negara Republik Indonesia menurut Konvensi-konvensi
Djenewa;

5. Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut-serta Negara
Republik Indonesia dalem seluruh Konvensi Djenewa tanggal
12 Agustus 1949;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri II,Menteri Koordinator Kompartimen Perta-
hanan/Keamanan dan Menteri Koordinator Eompartimen Kesedjahte-
raan;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA.
BAB I,
KETENTUAN UMUM,
Pasal 1.

(1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia,selandjutnja disebut PMI
adalabh suatu organisasi nasional,jang berdiri atas azas peri-kemmnusiaan
dan atas daser sukarela dalam melaksanskan pemberian bantuannja dengan tidak
membeda-bedakan bangsa,golongan dan faham politik. -i

(2) PMI bertanggung djawab kepada Pemerintah mengenai terlaksa- |
nanja dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana termektub dalam Anggaran Dasar
PMT.

Menetapkan

(3) Pengurus Besar PMI bertanggung djawab mengenai %_ﬂlaks&ﬂaan
tugas-tugasnja sebagaimana termektub dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI kepada
Wakil Perdema Menteri. £

BAB II.
TUGAS POKOK DAN KEGIATAN-KBEGIATAN.
P, as al 2 -

(1) PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tent
pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan ke-palang-merahan un-
tuk memenuhi sjarat-sjarat jang ditentuksn dalam konvensi Djenewa terhadap |

dunia luar. :
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(2) Disamping tugas-tugas jang termaktub pada ajat (1) diatas
PII mempersiapkan diri untuk depat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertaf
ma pada tiap-tiap bentjana alam jang terdjadi baik didalam negeri maupun
diluar negeri,dengan tudjuan untuk mentjari ketangkasan-ketangkasan dalam
melaksanakan tugas—-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjuan pokok
dari PUT dalam lapangan peri-kemanusiaan.

Pasal 3.

(1) Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 FI/I mengusa
hakan ikut-sertanja bangsa Indonesia setjara maksimal dalam lapangan tena.
ga maupun dana dan materi.

(2) Tiap tahun kepada Pemerintah harus diadjukan rentjana kerdja
untuk tahun berikutnja dan laporan tentang kegiatan tahun jang lampau.
Rentjana kerdja dan laporan ini diadjukan selambat-lambatnja pada tanggal
1 April tiap tahun.

Pasal 4.
(1) Untuk melaksanskan ketentuan dalam pasal 1 ajat (3) Menteri
Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan menjusun sebagai tugas serta

hak-hak antara Angkatan Bersendjata dan PMI dengan memperhatikan ketentuai
ketentuan dalam Konvensi Djenewa.

(2) Tugas ini diperintji untuk dilaksanakan dalam waktu perang
dan dalam waktu damai.
.I;gsal 5-

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ajat (2) Menteri Koor
dinator Kompartimen Kesedjahterasn mengatur pembagian tugas dan hak-hak
antara Departemen-departemen dalam Kompartimen Kesedjahteraan dengan PMI
dengan memperhatikan peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh ILiga Palanf
Merah.

Pasal 6.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ajat (1) PMI harus
mendapatkan pengesahan lebih dzhulu dari Wakil Perdana lMenteri terutama
dalam hal kegiatan "fundraising".

BAB III.
ATURAN PENUTUP.
Pasal 7.

Ketjuali tentang hal-hal jang telah ditentukan dalam Keputusan
ini Wakil Perdana lenteri mengadakan peraturam tentang segala sesuatu jan
berhvbungan dengan ke-palang-merahan dengan mengingat/mendengar pertim-
bangan dari Pengurus Besar FiI.

Pasal 8.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONLSIA
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